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FUNGSI PEMBINAAN < : Ig INDUSTRIAN

Penelitian ini berjudul Fungsi Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di
Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
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dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.Penelitian ini merupakan
penelitian hukum sesiologis yaitu penulis secaradangsung turun kelapangan untuk
melakukan observasi_dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran
tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas
Perdagangan+" dan Perindusirian' " Kota-“Pekanbaru dan _DiPasar Agus
Salim.Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima‘(PKL) Di Pasar Agus Salim
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru cukup terlaksana
dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum
tercapai secara.maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru- Berdasarkan Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, ' Tugas Dan Fungsi_ Serta Tata Kerja. Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian  Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi
dilapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL)
dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang.berjualan. Inilah yang kemudian
menghambat kinerja lalu lintas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota
Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The title of this research is the Development Function of the Department of Trade
and Industry to Street Vendors (PKL) in the Agus Salim Market, Pekanbaru City.
This study aims to find out how the implementation of the guidance for street
vendors (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City is based on the
Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning the Position,
Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedures
of the Pekanbaru City Trade and Industry Office and to know and understand
what The only inhibiting factors for the Implementation of Street Vendor
Development (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City are Based on the
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Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position,
Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the
Pekanbaru City Trade and Industry Office. Sociological legal research, namely
the author directly goes down to the field to make observations and interviews to
find the necessary data. The nature of this research is descriptive, that is, it
intends to provide.an overview.of the main research problems. The location of this
research is the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and Agus
Salim Market. Implementation of the Guidance of Street VVendors (PKL) in the
Agus Salim Market of Pekanbaru City Based on Pekanbaru Mayor Regulation
Number 114.0f 2016 concerning: Position; ‘Organizational Structure, Duties and
Functions and Work “Procedures The Department’ ©of Trade and Industry of
Pekanbaru City Is quite well implemented. However, there are still many things
that must be addressed, such as the maximum has not been achieved regarding
the Implementation of Guidance for Street Vendors (PKL) at the Agus Salim
Market, Pekanbaru City Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114
of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and
Work Procedures of the Trade Office And Pekanbaru City Industry. The inhibiting
factors that accur in the field at this time are the high increase in the number of
street vendors (PKL) and the_difficulty in placing traders to sell. This is what
hinders the traffic performance of Pekanbaru City. Based on Pekanbaru Mayor
Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure,
Duties and Functions and MWerk Procedures_of the Pekanbaru City Trade and
Industry Office.

Keywords: Implementation, Coaching, and Street Vendors

FUNGSI PEMBINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PEKANBARU
2021

12



Devika Devi

Mahasiswa Program Studi llmu Pemerintahan
Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Islam Riau. JI. Kaharudin Nasution No. 13
Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Fungsi Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kepada Pedagang Kaki Lima,{PKL): Di/Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan«Walikota Pekanbaru Nomor /414 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahuil bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di
Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta  Tata Kerja Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.Penelitian ini merupakan
penelitian hukum sosiologis yaitu penulis-secara langsung turun kelapangan untuk
melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran
tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas
Perdagangan dan" Perindustrian Kota Pekanbaru dan DiPasar Agus
Salim.Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru cukup terlaksana
dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum
tercapai secara maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi
dilapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL)
dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang berjualan. Inilah yang kemudian
menghambat kinerja lalu lintas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota
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Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota
Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The title of this research is the_Development Function of the Department of Trade
and Industry to Street \iendors (PKL).in the Agus Salim Market, Pekanbaru City.
This study aims to find out how the implementation of the guidance for street
vendors (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City is based on the
Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning the Position,
Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedures
of the Pekanbaru City Trade and Industry Office and to know and understand
what The only inhibiting factors for the Implementation of Street Vendor
Development (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City are Based on the
Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position,
Organizational Structure, Duties and Functions and. Work Procedures of the
Pekanbaru City Trade and Industry Office. Sociological legal research, namely
the author directly goes down to the field to make observations and interviews to
find the necessary data. Thenature,of-this'research is descriptive, that is, it
intends to provide an overview of the main research problems. The location of this
research is the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and Agus
Salim Market. Implementation of the Guidance of Street Vendors (PKL) in the
Agus Salim Market of Pekanbaru City Based on Pekanbaru Mayor Regulation
Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and
Functions and Work Procedures: The Department of Trade and Industry of
Pekanbaru City is quite well implemented. However, there are still many things
that must be addressed, such as the maximum has not been achieved regarding
the Implementation of Guidance for Street Vendors (PKL) at the Agus Salim
Market, Pekanbaru City Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114
of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and
Work Procedures of the Trade Office And Pekanbaru City Industry. The inhibiting
factors that occur in the field at this time are the high increase in the number of
street vendors (PKL) and the difficulty in placing traders to sell. This is what
hinders the traffic performance of Pekanbaru City. Based on Pekanbaru Mayor
Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure,
Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and
Industry Office.
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Melindungi sege . ﬂ i@mﬁ-‘n umpah darah Indonesia
Memajukan kesejah

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
abadi dan keadilan.

e INY -

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal
tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya

tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg
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(dalam Syafiie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan

organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya

yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada

pemerintah yang.berdaulat seria.dibagilah_Indonesia itu sebagai Daerah Provinsi

dan Daerah kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam Pasal' 18 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua

dalam Pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur

daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan
daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Kabupaten
dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
Undang-Undang.

Pemerintah Daerah, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan
mengurus. sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan
tugas pembantu.

Pemerintah Daerah, daerah Kabupaten dan Kota memiliki dewan
perwakilan rakyat derah yang dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur,  Bupati, dan Walikota masing-maisng sebagai kepala
pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali
urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang di tentukan
sebagai jurusan pemerintah pusat.

Pemerintah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Agar tujuan Negara dapat tecapai secara optimal maka sangat

diperlukannya kerja sama antara pemeirntah pusat dengan pemerintah daerah.
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Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur usuran pemerintahan di masing-masing daerah.

Pemerintah pusat adalah Pemerintahan, yaitu Presiden Republik Indonesia

a Kesatuan Republik

‘.@ araan urusan
i

’ i dan tugas

sistem dan

kini pemerintahan yang
demokratis yang hendak dikemba aka ada perubahan posisi masyarakat
yang semula lebih di posisikan sebagai objek pembangunan menjadi subjek
pembangunan. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut

berpartisipasi terhadap keputusan - keputusan sosial yang menyangkut

komunitasnya.
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Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah
terhadap kekuatan — kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.
Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga.dengan dua cara pandang. Pertama,
pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat.
Posisi masyarakat bukanlah. .ebjek’ penerima, manfaat yang tergantung pada
pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai
subjek yang berbuat secara mandiri. Berbuat mandiri bukan berarti lepas dari
tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,
perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan
tugas (kewajiban) negara. Masyarakat mandiri sebagai partisipan berarti
terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol
lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri,
dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pembangunan yang
sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat.Pemerintah kecamatan sering
tidak berjalan sebagaimana diharapkan...Keikutsertaan semua pihak dalam
pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula oleh karena
bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang
memahami keterpaduan pembangunan dengan sendirinya tujuan pembangunan

kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang di harapkan.

Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan juga

pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi
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ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan.
Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi

pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi

as desentralisasi,
intahan derah

2014 tentang

Pembentuka aerah tidak ata. didasarkan atas

besarnya penda i tah daerah adalah

merupakan erangka am rangka melaksanakan

istilah  yaitu urusan

pemerintahan absolut yang a adalah urusan pemerintahan yang
menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita
masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.

Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar

negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian
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istilah lainnya adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada
Daerah menjadi.dasar pelaksana otonomi Daerah. Pembagian itu mencangkup
berbagai-bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan
lain-lain. Tapi prinsip utama dalam: pembagian urusan pemerintahan konkuren
adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisienst; eksternalitas serta harus
berkepentingan nasional.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah,
dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan
dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah
pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada .gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu, atau kepada-gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan
adalah penugasan™ dari = pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk
melaksanakan sebagian urusan = pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Provinsi.

Pada pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah untuk meliputi:

a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
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Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan tata ruang.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Penyediaan sarana dan prasaran umum.

Penanganan_ bidang kesehatan.

n

. ‘@““ ..0.
&

Kelautan dan perikang

Pertanian/perkebunan.

Kehutanan.

Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pariwisata.

Industri.

Perdagangan, dan

Ketransmigrasian.
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Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan tentunya terdapat dalam
beberapa bagian untuk mengatur berjalannya tujuan dari suatu pemerintahan
tersebut, termasuk di dalamnya mengatur dalam bidang perdagangan. Di dalam
suatu kegiatan.~dalam “meningkatkan. . perekonomian  terdapat perdagangan
internasional dan perdagangan lokal. Agar perdagangan yang ada di dalam Negara
khususnya di-daerah-daerah, dapat ‘bersaing dengan.perdagangan asing atau impor
maka sangat dibutuhkan Perlindungan dan pembinaan bagi pedagangnya.

Pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dengan meningkatkan
perdagangan di daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di sebut
selanjutnya dengan Disperindag. Disperindag adalah dinas yang bertanggung
jawab dengan kualitas perdagangan, keamanan bagi pedagang, serta yang
memberikan izin setiap usaha yang di didirikan oleh masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini
merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian Timur Pulau Sumatra,
dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi
yang tinggi. Pada umumnya masyarakat di Kota Pekanbaru memiliki mata
pencaharian berdagang. Dengan  berdagang masyarakat dapat meningkatkan
perekonomian dan taraf hidupnya serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di
Kota Pekanbaru. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga
dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan meningkatnya jumlah pedagang sehingga tidak dapat di kontrol
lagi pedagang yang berjualan di kaki lima di depan toko-toko atau berjualan di

tempat badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas bagi pejalan kaki atau
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pengguna motor. Selain penataan pada pedagang kaki lima yang kurang teratur,
juga masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha untuk

melakukan dagang. Hal ini tentunya dapat mengurangi pendapatan retribusi

daerah.
tentang Pekanbaru,
memberikan
bimbingan

mematuhi i ang tels e . 1 ysi Disperindag

industry dan
naan propinsi dan

embangan industri

pengembangan

dibidang progre

4. Konsultasi dengan erintah di Pekanbaru melaksanakan
hubungan kerja sama dengan instansi atau dinas terkait serta
organisasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.

5. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai
dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang

dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor.
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7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan

perdagangan.

8. Urusan tata usaha kantor Disperindag.

dalam melakukan pembinaan khususnya terhadap pedagang kaki lima di Kota
Pekanbaru khususnya di pasar agus salim. Hal ini juga di cantumkan dalam Perda
Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima, yaitu pada :

Pasal 1 :
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1) Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan
atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang

1 Daerah
at (1) pasal

, keamanan,

Uy
Penggunaan 0 a epal
Izin sebagaimana d Q“:‘ Pasala ini diajukan dengan cara
mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang lebih dipenuhi.

3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini di atur oleh Pemerintah
Daerah.

4) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh
dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.

5) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut
apabila:
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a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tecantum dalam surat
izin.

b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai
Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

c. Pemegang  lzin..melanggar...ketentuan = Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

6) Atas pencabbutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini
tidak dibeirkan.gantt-rugi.

Pasal 7:

1) ‘Untuk kepentingan pembangunan- usaha dan peningkatan
kesejahteraan Pedagang Kaki Lima  Walikota berkewajiban
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.

2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Dari peraturan daerah serta Tupoksi dari Disperindag Kota Pekanbaru,
seharusnya pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru teratur dan sudah memiliki izin
secara keseluruhannya, tatapi hal“ini tidak ‘'sesuai di lapangan, berdasarkan hasil
observasi penulis masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai
dengan tempat yang telah diberikan izin, terkhususkan pedagang kaki lima yang
berjualan menggunakan mobil dan' memarkirkan.di badan jalan penjalan kaki.

Bentuk bimbingan dan penyuluhan yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha pedagang

kaki lima, mencakup:

a. Bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan
pedagang kaki lima dibantu Dinas Perdagangan

b. Bimbingan teknis akses perolehan sumber-sumber bahan baku

melibatkan akademis perguruan tinggi
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yang terjadi

c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber modal dan pemanfaatan

permodalaan melibatkan dunia perbankan

Berdasarkan data di is | mena-fenomena

ini dapat menimbulkan
permasalahan dalam bentuk gangguan lalu lintas, karna tempat yang
digunakan untuk aktivitas berdagang memakan bahu jalan di kawasan
perkotaan. Dan lokasi yang kerap di jadikan lokasi untuk menjalankan
aktivitas berjualan JI.Diponogoro.

Belum adanya izin perdagangan pedagang kaki lima yang

menggunakan mobil untuk berjualan di badan jalan. Dan perlu adanya
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penyuluhan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

3. Belum terlaksananya pemberian Bimbingan dan Penyuluhan yang

ian Kota Pekanbaru

Bimbingan dan F ada Pe 1l 2 masih banyak
pedagang , in usa juala empat yang tidak
memiliki izin atau ilegal. Oleh karena itu penulis k_untuk melakukan
penelitian imbingan Dan
Penyuluhan rdagangan Dan

Perindustrian

memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima di Kota
Pekanbaru khususnya mengenai tempat untuk melakukan aktifitas berjualan
khususnya dengan media mobil sebagai tempat berjualan. Berdasarkan
permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas,

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Pedagang

Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota

Pekanbaru?

penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data
sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di
bidang yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakar

dengan tujua ) i 3 pakan rangkaian
penelitian yan S ada perma oleh hasil yang

baik, dan a

undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas
melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan
pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organiasasi pemerintah yang

menjalankan tugas-tugas Negar dalam berbagai unit organisasi dibawah

14
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departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti

tingkat provonsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

o
&
[
&

d eadilan sosial.

=
o
eng

capai tujuan serta

Menurut Ndraha (2003;6) pe tahan adalah organ yang berwenang
memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi
setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara
masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan
tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan

yang diperintah.
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Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan

(harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam

terlaksana

Berbagai pe
merupakan
Penye
pembanguna

kemampuan

1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik
untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentrelisasi dan
tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi

dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan
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mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan
yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan
masyarakat oleh-pemerintah kecamatan.. Kebijakan yang baik adalah kebijakan
yang membawa Kita kearah tujuan yang dinginkan. Para birokrat sebagaimana
administrator.. haruslah  mempunyai* ‘moral | dalam  penyelenggaraan kegiatan
administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan
kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan seumber daya manusia dana
para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan
manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita
melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
dengan baik sebagai individu. Di samping..itu; dapat dikatakan lagi bahwa
organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan
ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraginisasi
pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan
organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok
yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah
dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan
mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur
organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi aka
mendukung kepatuhan. Jika sema dalam kondisi sama baik itu struktur dan

sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada
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karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan

mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan

menjadi relitas.

karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.
Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara
lain adalah sebagai berikut :

a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari
luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang
dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
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b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara
warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi
didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa
membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;

d. Melakukan® pelayanan umum untuk .memberikan pelayanan dalam
bidang-bidang yang tidak -mungkin dikerjakan eoleh lembaga non
pemerintahan;

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;

Menerapkan kebijakan ekonomi.dan menguntungkan masyarakat luas;

g. Menerapkan kebijakan ‘untuk ‘pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

—h

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi
pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.Pelaksanaan fungsi
pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya,
maksudnya sebagal usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga
menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagal aktivitas, selain terciptanya
tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan
membuahkan keadilan dalam masyarakat. ‘Pemberdayaan. akan mendorong
kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam
masyarakat.

Menurut Soewarjona dan Djohan dalam_Muhaddam Labolo (2011:37)
menyatakan bahwa salah satu” fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat
kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua
warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh
pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut
kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan
kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan

menentukan.Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan
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suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-
sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam.pengertian sederhana dapat.ditandaskan kembali
bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan
bersama secara baik dan benar gunarmencapai tujuan yang disepakati/diinginkan
bersama. Pemerintahan-dapat ditinjau dari sejumiah aspek penting seperti kegiatan
(dinamika), struktur fungsional, maupun tugas -dan kewenangannya.Kegiatan
pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber
pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan
Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan
sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara
fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara.
Sementara itu, tugas dan kewenangannya:berhtbungan dengan keseluruhan tugas
dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemeritah.

2. Konsep Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah
proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan
adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara
matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan
sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
Majoe dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan
Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan. (dalam Usman. 2002;70)
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Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi sebagai
berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu

atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kehbijakan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah/maupun swasta yang bertujuan
untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut
(Harsono, 2002:67), mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai
berikut: “Implementasi adalah suvatu proses untuk melaksanakan kebijakan
menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan
kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah suatu kebijakan. dalam penyelesaian keputusan demi
tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang
berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh
karena itu suatu pelaksanaan baik diharapkan.dalam setiap program untuk
terciptanya tujuan yang diharapkan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
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Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Syukur (1987;40).

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan
beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung olehalat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai
berikut:

a) Komunikasi, merupakan suatu program- yang dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi yang disampaikan;

b) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen
yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang
diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup
guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan;
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c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program
khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang
mengatur tata aliran.dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak
sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian

khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor.«di-atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi
antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses
implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu.
Abdullah Syukur, (1987;398)

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi
hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerjasama
untuk menjalankan kebijakan-guna‘meraih [dampak atau tujuan yang diinginkan.
Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang
diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam
pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian “dan Sabatian dalam Agustino (2006:139)
mendefinisikan implementasi kebijkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pulau berupa
perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139)

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang di lakukan
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baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan
bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-
tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat ‘tercapainya tujuan. Tidak. ,lebih™ dan tidak . kurang untuk
menginplementasikan Kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung imengimplementasikan dalam Dbentuk program atau melalu
formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004:158).

Program. kebijaan yang telah dii ambil sebagi alternatif pemecahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen..pemerintah..di tingkat bawah. Tangkilisan
mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang
berjudul Kebijakan Publik yang .membumi-~bahwa: “Implementasi berkaitan
dengan berbagal kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana
pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Amdan 2014:23).

Berdasarkan pengertian di-atas,.implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu
menagtur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan tekhnik yang
dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap
perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah

bagi realisasi program dilaksanakan.
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Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan
Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yeng dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika
top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang
masih abstrak atau makro.menjadi' alternatif yang: bersifat kongkrit atau makro.
Implementasin kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses
kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses
kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan -Amdan (2014:25),
menjelaskan bahwa implementasi. kebijakanadalah " jika dipandang dalam
pengertian lua merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi faktor,
organisasi, prosedur dan tekhnik yang-bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah _ditetapkan dalam suatu keputusan
kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau tidak bagi masyarakat.

Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam
pencapaian keberhasilan implementasi. Factor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan impelentasi kebijakan yaitu factor Communication,
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Resources, Disposision, dan Bureucratic Struktur (Edward dalam Widodo,

2011;96-110).

onesia, baik
i disebabkan
pencapaian tujuan
manajemen.

arsin - (2005:1)

engorganisasian,
daripada sumber daya manusia

individu untuk mengkoordina berbagai aktivitas lain untuk mencapai
hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.”

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen,
maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses,kedua,
manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas

manajemen,dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu.
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Menurut Budiyono (dalam Terry, 2003;7) mendefinisikan manajamen
merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk
menentukan melalul pemanfaatan.daya manusia dan sumber.daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan,
tetapi banyak para pendapat_dan-para ahli-berbeda pendapat tentang manajemen.
Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

1 Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung
oleh sifat-sifat dan bakat.

2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan
keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses
penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalamirangka menerapkan tujuan dan
sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial
untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-
kegiatan orang lain.

Menurut pendapat “Siagian (2008;5), mengatakan, manajemen dapat
didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan
berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau
keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh
sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang
lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai
tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan

manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para
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praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep

menejemen.

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit

manajeme

Pembuatan

., *%

Pengarahan a

memberikan perinta an petunjuk, mendorong semangat
kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha
semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah
yang telah di tetapkan.

3. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungakan orang-orang dan
tugas tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan

keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah

pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.
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4. Pengontrolan adalah kegitan yang mengusahakan pekerjaan serta
hasil hasil kerja sesuai dengan rencana,perintah,petunjuk atau

ketentuan ketentuan ditetapkan.

aan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan

sebagai se ebih dari suatu

yang tidak besar tentang

persoalan s

orang atau . an nembe ah. Namun secara
’ &

keilmuan, Pe ; * i, antara lain ada yang

mendefinisikan sebagai I¢ '! .&b empunyai fungsi dan

gai sekumpulan orang-orang

| L Ql o
tujuan Negara, ada p Q‘ “@

yang mengelola kewenangan-k elaksanakan kepemimpinan dan
koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga
dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni
dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai

suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem

pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan
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persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage,
serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga
atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan
Negara. Pemerintahan dalam.arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik
yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai
tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan
publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam_Syafi’ie 2005 : 12) organisasi
adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerjayang memberikan
mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi
dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan
kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh
badan usaha.

5. Konsep Bimbingan Dan Penyuluhan.

Bimbingan dan Penyuluhan memiliki pengertian yang berbeda dan
mengandung makna yang saling berkaian antara satu dengan yang lainnya.
Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan  tersebut akan diuraikan dari masing-
masing arti, namun tidak dapat dijelaskan dengan pengertian yang satu.
Pengertian bimbingan, berasal dari kata guidance dan konseling yang dahulunya
disebut atau dikenal dengan penyuluhan, berasal dari kata counseling.
Penggunaan istilah bimbingan dan pnyuluhan sebagai terjemahan dari kata
guidance dan counseling ini dicetuskan oleh Tatang Mahmud, MA seorang
pejabat Departemen Tenaga kerja Republik Indonesia pada tahun 1953.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Tohari Nusnamar:
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Menurut riwayatnya, penggunaan istilah penyluhan sebagai terjemahan
counseling, sudah dimulai sejak tahun 1953 pencetusnya Tatang Mahmud,
MA seorang pejabat di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Pada tahun tersebut ia menyebarkan suatu edaran untuk meminta
persetujuan kepada beberapa orang yang dipandang ahli, apakah istilah
“guidance and., counseling” dapat diterjemahkan kedalam bahasa
indonesoa. Bimbingan.dan penyluhan pada waktu.itu ternyata tidak ada
yang menolaknya.

Penjelasan dari kedua kata bimbingan (guidance) dan Penyuluhan
(counseling), akan diuraikan sebagaimana pada paparan berikut ini :

Secara. etimologi bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa
Inggris, yakni “guidance”. Secara harfiah istilah “guidance” dari akar kata
“guide” berarti: 1. Mengarahkan (to direct), 2. Memandu (to pilot), 3. Mengelola
(to manage), 4. Menyetir (to steer). Yang mempunyai arti “menunjukkan,
membimbing, menuntun ataupun membantu” sesuai dengan istilahnya, maka
secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.

Sedangkan pengertian:,bimbingan. menurut terminologi diantaranya
“Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang
dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami
dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara
wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga,
masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap
kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi
kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai
perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial”. (Rachman

Natawidjaja, 1989:39)

47



Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar
mampu memperkembangkan potensi (bakat, minat, dan kemampuan) yang
dimiliki, mengenai dirinya sendiri mengatasi persoalan-persoalan sehingga
mereka dapat menentukan sendiri_jalan kehidupannya secara bertanggung jawab
tanpa bergantung pada orang lain. (Dewaketut Sukardi, 2000;64)

Dari __berbagai pendapat| "diatas ,meskipun berbeda-beda dalam
menyampaikan pendapatnya tetapi mempunyai persamaan arti dan tujuannya.
Bimbingan merupakan pertolongan, namun tidak semua pertolongan merupakan
bimbingan. Misalnya: orang yang memberikan pertolongan kepada anak untuk
dibangkitkan, hal inji bukanlah merupakan bimbingan, sebab bimbingan masih
memerlukan sifat-sifat yang lain, misalnya: seorang guru.yang memberikan
bantuan jawaban muridnya pada waktu ujian, hal ini juga bukanlah merupakan
bimbingan.

Berikut ini langkah-langkah umum dalam melaksanakan suatu bimbingan
menurut Nana Syaodih dan Sunaryo Kartadinata (2007: 93)

a. Mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik
Yaitu tahap yang.ditujukan untuk-mengidentifikasi macam-macam
kebutuhan, tantangan, dan masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh
peserta didik serta langkah-langkah identifikasinya. Kebutuhan yang
diperlukan oleh peserta didik adalah kebutuhan fisik, sosial, afektif,
maupun intelektual. Sedangkan tantangan-tantangan pada peserta
didik contohnya adalah Peran sosial, dan pembinaan diri, Manajemen
untuk mengelola usaha, pengembangan usaha, dll. Identifikasi
kebutuhan dan tantangan dapat dilakukan melalui pengedaran daftar

kebutuhan atau tantangan yang disusun dalam daftar checklist.
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Sedangkan identifikasi masalah dapat dilakukan melalui pengamatan,
catatan anekdot, pengedaran angket, checklist, dan studi dokumenter.

Menganalisis Kebutuhan, Tantangan Masalah Dan Latar Belakang
Masalah.

Langkah' ini- merupakan kegiatan-untuk mengungkap intensitas
kedalaman dan keleluasaan kebutuhan, tantangan yang. dirasakan oleh
peserta didik secara individual maupun kelompok. Pengumpulan data
selain melihat data yang 'sudah dipereleh melalui checklist juga perlu
dilakukan pengumpulan data yang lebih mendalam. Dilakukan dengan
cara wawancara mendalam, pengedaran angket vyang berisi
pertanyaan-pertanyaan yang juga lebih mendalam, pengamatan dan
studi dokumenter. Analisis kedalaman masalah atau kesulitan yang
dihadapi peserta didik sama dengan analisis kebutuhan dan tantangan.
Analisis kedalaman masalah tersebut yaitu berupa pengungkapan
banyaknya butir masalah yang dihadapi peserta didik secara horisontal
dan vertikal. Dari berbagai kegiatan pengumpulan data, identifikasi,
analisis kedalaman-keluasan kebutuhan, tantangan dan masalah serta
interpretasi tersebut dapat. |ditarik “beberapa kesimpulan-kesimpulan
kebutuhan tantangan dan masalahpun dirumuskan dalam bentuk
alternatif “kebutuhan, masalah bukan hanya dalam satu rumusan
kebutuhan  masalah. Pembuatan alternatif perkiraan kebutuhan
masalah, bukan hanya menggambarkan adanya macam-macam
kemungkinan kebutuhan, “.tantangan dan masalah yang dihadapi
peserta didik, tetapi juga tingkat kedalaman dan kekuasaan dari
kebutuhan kesulitan tersebut berbeda-beda.

Pemberian Layanan Bimbingan.

Setelah diketahui berbagai kebutuhan dan tantangan serta kesulitan
yang dihadapi peserta didik dengan berbagai alternatif faktor-faktor
yang melatar belakangi atau penyebabnya, langkah-langkah
selanjutnya adalah memilih alternatif layanan bimbingan yang dapat
diberikan. Untuk setiap kebutuhan tantangan atau masalah yang
dihadapi dapat dirumuskan tidak hanya satu jenis layanan, tetapi dapat
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beberapa sesuai dengan jenis dan sifat kebutuhan dan masalah yang
dihadapi. Setelah dibuat alternatif, langkah selanjutnya adalah
memberikan layanan bimbingan. Layanan yang diberikan dapat
bermacam-macam seperti layanan klasikal, informasi, bimbingan
kelompek dan kenseling. Untuk mengetahui keberhasilan pemberian
layanan bimbingan diadakan evaluasi.

Evaluasi dapat dilakukan selama proses pemberian layanan, pada
akhir pemberian. fayanan-dan’ beberapa waktu berselang setelah
pemberian “layanan bimbingan. Hasil dari-evaluasi dapat digunakan
untuk pemberian layanan bantuan berikutnya, penyusunan, dan
penyempurnaan program bimbingan, penyiapan materi dan media
bimbingan, pengisian buku catatan pribadi dan bila perlu untuk bahan
penyusunan laporan. Nana Syaodih dan Sunaryo Kartadinata (2007:
93)

Sugarda. (1975) dalam.Effendi (2005)-menyatakan bahwa penyuluhan

pertanian adalah usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan

perubahan perilaku dari sasaran sesuai. dengan yang dikehendaki atau diinginkan.

Sasaran dalam pengertian tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan

Pedagang pada khususnya. Perhatian terhadap sasaran dalam penyuluhan sangat

perlu diperhatikan.

Sebagai seorang penyuluh dalam  menjalankan tugasnya, penyuluh

memiliki peran yang sangat penting. Menurut Havelock (1973) dalam Effendi

(2005) peran utama seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhan antara lain:

1)

2)

Sebagai motivator, yang mendorong masyarakat untuk melakukan
perubahan.
Sebagai katalisator, yang menggerakan masyarakat untuk mau

melakukan perubahan.
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3) Sebagai pemecah masalah, yang membantu masyarakat dalam
mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa masalah dan

menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber informasi yang

Perencanaan program pe adalah suatu proses pengambilan

keputusan yang rasional tentang apa yang akan dilaksakan, yang ingin dicapai.
dan mengapa hal itu harus dilakukan ( Slamet dan Suyatna, 1986).

Jahi (1986) mengartikan perencanaan program penyuluhan sebagai proses
pembuatan keputusan tentang arah dan intensitas kegiatan penyuluhan, yang
didasarkan pada prioritas masalah yang hendak dipecahkan untuk mencapai

tujuan yang diinginkan.
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Pada pelaksanaanya kegiatan penyuluhan ada beberapa unsur penyuluhan
yang turut serta atau diikut sertakan dalam unsur pelaksanaan kegiatan menunjang
dalam satu kegiatan (Samsudin, 1987). Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur
penyuluhan meliputi:

1) Petugas Penyuluhan.
2) Materi Penyuluhan.
3)  Metode Penyuluhan.
4) * Alat Bantu Penyuluhan.
5) Sasaran penyuluhan.
6) Waktu Dan Tempat Penyuluhan.
6. Konsep Ketentraman Dan Ketertiban
Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar ““ tentram * dan “ tertib “

yang pengertiannya menurut W. J. S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya
didaerah yang aman, orang — orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah,
tenang hati, pikiran). Misalnyatsekarang barulah‘ia merasa tentram, tiada tentram
hatinya ketentraman artinya keamanan, 'ketenangan, pikiran. Selanjutnya Tertib
ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib dalam acara aturan sidang (rapat
dan sebagainya), acara program, tertib hukum, yaitu aturan yang bertalian hukum,
ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam
pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua “pengertian, di-atas terdapat keterkaitan yang erat
dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah
masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu
pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling
menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing — masing, maka
masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa

adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.
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Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“ketentraman adalah keamaan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan
ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu

kekacauan se aeral ah ama erah tersebut

bekerja denge er eng an” yang berlaku,

menyebab

agar pemerintah dan
(ﬁ ur. Ketentraman

Definisi diatas, menu wa ketentraman dan ketertiban itu,
menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan
rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam
masyarakat menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia

(sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan —

ikatan aturan yang tertentu).”
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Jadi dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman

dan tenang yang berjalan secara teratur dan sesuai aturan hukum dan norma yang

liban masyarakat
sangat pe pemerintahan,
pelaksanaa suatu wilayah
/| daerah se arapkan untuk

kesejahtera

b. Bencana - bencana, baik bencana alam maupun bencana yang
ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.

c. Faktor bidang ekonomi dan keuangan.
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7. Konsep Pedagang Kaki Lima

a. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan

pedagang kaki

menarik untuk

fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti
penjelasan pedagang kaki lima diatas, dalam hal ini jika kita membuka
Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS
Poerwadarminta (1976) makna istilah kaki lima itu mempunyai arti:
“lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai di beri

beratap sebagai penghubung rumah dan rumah”.
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Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima
kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan

Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa

pedagang kaki
kegiatan usaha

ankan usahanya

dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai
tempat usaha.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam membuka usaha di
trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para
pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam

mengambil tindakan dan juga menegakkan peraaturan. Lapangan
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pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima
(PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu
komunitas pengganggu. ketertiban,-tidak selamanya anggapan tersebut
benar.  Pedagang kaki lima juga dapat bersifat mandiri dalam
menjalankan usahanya, hahkan /dapat dikatakan pedagang kaki lima
tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang
unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian
pedagang kaki lima dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang
semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga
membuka kesempatan kerja bagi pelaku lainnya untuk berusaha.

Pedagang kaki lima merupakan bagian sektor informal yang
banyak terlihat sdikota-kota negara, herkembang  seperti Indonesia.
Banyak penelitian berpendapat bahwa pedagang kaki lima adalah ciri
kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi
sector informal seperti pedagang kaki lima timbul dari keadaan social
ekonomi Negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sector informal
tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak system ekonomi di
negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh
kebijaksanaan hendaknya memasukkan sector informal sebagai
pertimbangan dan saling menguntungkan.

Di berbagai kota besar, keberadaan pedagang kaki lima

buormal.kan hanya berfungsi penyangga kelebihan tenaga kerja yang
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tidak terserap di sector formal, tetapi juga memiliki peran yang besar
yang menggairahkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian

masyarakat perkotaan. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi

dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian pedagang kaki
lima dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah
menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka
kesempatan kerja bagi pelaku lainnya untuk berusaha.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sector informal ini

berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki
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lima menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung
kelontong dalam gerobak, menjual makanan dan minuman ditempat

keramaiaan, berjualan mainan anak-anak, berjualan alat-alat kebutuhan

yang seharusnya berfungsi sebagai ruang social bagi masyarakat
sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang
terbuka public sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan pedagang kaki

lima ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka public,
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meskipun keberadaan pedagang kaki lima ini sebenarnya menjadi salah
satu factor pendukung aktivitas di ruang terbuka public.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

n_atau perlengkapan

SV .@@ )
g

ering kali

usahanya.

. rapan tenaga kerja yang
a‘\\""

sangat longgar.

4) Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan

proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-

bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikaatan factor

kesamaan daerah asal.
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5) Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan

keahlian alternatif untuk mengembangkan usaha baru luar sector

informal kota.

£,

.@\\\‘#

kebutuhan masyarakat

pegity’ mendominasi pemunuhan
erutama pada golongan menengah
kebawah, sehinga studi mengenai serta mengenai sector informa akan
lebih lengkap dan menarik bila kita mengkaji pedagang kaki lima.
Selain itu pedagang kaki lima diperkotaan merupakan jenis usaha
sector informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah
didaerah dan jenis usaha informal ini adalah paling monumental.

Adapun pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sector
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informa dapat dijelaskan melauli ciri-ciri secara umum yang

dikemukan oleh kartono, dkk sebagai berikut:

1) Merupakan pedangan yang kadang-kadang juga sekligus berarti

7) Usaha sekala kecil bias berupa family enterprise, dimana ibu

dan anak turut membantu alam usaha tersebut, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
8) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi

ciri yang has pada usaha perdagangan kaki lima.
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9) Dalam melaksanakan pekerjaan ada yang secra penuh, sebagian

lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu sengang dan

ada pula yang melaksanakan secra musiman.

Dari sini kita d Q @““
teoritik yang bias saja terjdi d dan waktu kontinum yangn terus
berlangsung, dengan dimikian sector informal yang secaa terminologis lahir dan
berkembang pada hampiran kaidah dan terma ekonomi, selanjutnya mengambil
tempat secara langsung dan umum dlam entitasnnya sebagai sebuah kenyataan

paradikmatik fakta social sekaligus defenisi social.
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c.. Peran Pedagang Kaki Lima.

Peran sector informal pedang kaki lima dimaksud mendudukan peran pada

posisi konseptual yang mampan atau dengan kata lain sebagai sebuah entitas

konsep peran pedagang kaki lima adalah suatu keadaan yang dikaitkan dengan

status sekaligus pilihn-pilihan yang mungkin diambil pedangan kaki lima
perkotaan. Termasuk apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau
dengan kata lain prilaku pedang kaki lima sebagai individu yang otonon

sekaliigus bagian dari masyarakat perkotaan modern.
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Peran memiliki empat tujuan utama yang diharapkan dapat menarik orang
utuk memaikannya, yaitu: kesempatan untuk mencapai tujuan lain, kesempatan

untuk dihargai, untuk memperoleh rasa aman, kesempatan untuk membentuk

dan marji eran i at dihargai oleh
masyarakat o ‘ 2 dan menciptakan
hubungan socia ; C ; elakukan perubahan

peran yang

melalui perubahan prilaku dan gaya hidup yang pingiran atau marjinal yang penuh

kepekaan, perasaan, dan ketengahan atau kota yang rasional.

Sedangkan perubahan peran pedagang kaki lima perkotaan terjadi akibat
berbagai perlakuaan yang dialami, baik dari pemerintah maupun masyarakat
perkotaan. Perlakuaan dengan atas nama penertiban oleh apparat pemerintah kota

dengan citra status social kemerosotan disiplin nasional dan seterusnya memaksa
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mereka untuk melakukan respon adaptif. Pedagang kaki lima melakukan respon
kreatif dalam menjalankan peran ekonomi dengan melipatgandakan produktifitas

usaha untuk meningkatkan pendpatan sekaligus juga untuk menghilangkan citra

B.
i Rﬁ“ﬂﬁs&ﬁ“&k : melakukan
€ i
penelitian s dapat 20ri gunakan dalam
mengkaji [ penulis tidak

enelitian penulis.
Namun p S gan .. ' berapa - l i _referensi  dalam
memperkays elihat penelitian
terdahulu da a dalam bentuk

Tabel I1.1: Pe . erl Yang Berjudul

Namg Perbedaan
Peneletian

Kasrimadi Penataan Dan Penelitian ini Perbedaan antara
Pemberdayaan memiliki focus penelitian
Pedagang Kaki terhadap terdahulu dengan
Lima (PKL) Di penataan dan penelitian penulis
Kecamatan pemberdayaan adalah waktu dan
Tualang terhadap lokasi penelitian.
Perawang pedagang kaki
Kabupaten Siak lima.
Tahun 2013.

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018
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Nama

i Judul Tahun Persamaan Perbedaan
Peneletian
Joni Joko Peranan 2014 Persamaan Perbedaan yang
Sarjono Pemerintah penelitian ada pada
Dalam terletak pada penelitian ini

adalah lokasi
penelitian yang

Pemberdayaan focus penelitian

Pradipta
Bagus
Kesuma v 4 WP letak di studi

entang

emberian
asilitas PKL, dan
penelitian penulis
dalah pemberian
pembinaan.

meninjau teori yang di susun dan penelitian terdahulu.

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka
kerangka pikir dalam penelitian tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Pedagang
Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Perlindungan Dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, dapat dijelaskan melalui

gambar bagan sebagai berikut:
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Gambar Il.1 :Kerangka Pikir
Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki

Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan
Lima Oleh Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Pemerintahan

v

Manajemen
Pemerintahan

v

Pelaksanaan
Bimbingan Dan
Penyuluahn

Pelaksanaan Tugas Pokok:Dan Fungsi Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian Keta Pekanbaru.

1. Pelaksanaan Bimbingan

2. Pelaksanaan Penyuluhan

v

v

v

Pelaksanaan Bimbingan

Pelaksanaan Penyuluhan

Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian
Kota Pekanbaru

Langkah-Langkah Umum
Dalam Melaksanakan Proses
Bimbingan (Nana Syaodih
dan Sunaryo Kartadinata,
2007: 93)

1. Mengidentifikasi Kebutuhan,
Tantangan, Dan Masalah
Peserta Didik.

2. Menganalisis Kebutuhan,
Tantangan Masalah, Dan
Latar Belakang Masalah.

3. Pemberia Layanan
Bimbingan.

Menurut (Samsudin,
1987;108). Adapun yang
termasuk dalam unsur-
unsur penyuluhan meliputi:

Petugas Penyuluhan.
Materi Penyuluhan.
Metode Penyuluhan.
Alat Bantu Penyuluhan.
Sasaran penyuluhan.
Waktu Dan Tempat
Penyuluhan.

O} UTR -SECORIOG=

— HASIL PENELITIAN J

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat

diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini,

maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep llmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai

dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan
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dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu

dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

. Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai

pandang yang

merumuskan

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu

yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut

dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya
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dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan
lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan umumnya.

Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat

Materi Penyuluhan.
Metode Penyuluhan.
Alat Bantu Penyuluhan.

> Q - o

Sasaran penyuluhan.

Waktu Dan Tempat Penyuluhan.
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E. Operasional Variabel

Tabel 11.2 :

Operasionalisasi Variabel Tentang Pelaksanaan Bimbingan

Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

keberhasilan
kebijakan perlu
tindakan-
tindakan yang
mengarah
kepada
pencapaian
tujuan. Van
Meter dan Van
Horn dalam
Nawawi

(2007:139)

Indikator

alw _ e
'l‘ MY T Y M '@ A

. Alat Bantu

enilaian

Skala

¢

o

s
&
o
&
g

5

Telaksana

Cukup
Terlaksana

Kurang
Terlaksana

Penyuluhan.

. Sasaran

penyuluhan.

. Waktu Dan

Tempat
Penyuluhan.

Telaksana

Cukup
Terlaksana

Kurang
Terlaksana

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018
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F. Teknik Pengukuran
Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran

Terlaksana ap indikator

WLt

luhan Kepada

Kurang Terla

‘g\\\\\\
E

“‘
-/
=
=
D
S
QD
(@)
QD
=}
«
QD
>
O
QD
>

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada
Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian Kota Pekanbaru mendapatkan jawaban

responden di angka persentase mencapai 33%-100%
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A. Pelaksanaan Pembinaan
Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator

Pelaksanaan Pembinaan berada pada skala 67%-100%.

Kurang Terlaksane

0

Tidak Terls

ann )

“;\\“\“‘

N

vs}
Y
@
5]
&
)

Kurang Ter

Tidak Terlak
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

variabel yang-be 3an de X ' antara fenomena
yang di itlan d _ ambarkan keadaan
sesungguhnya atau ya Snarnya L daerah penelitian
tertutama te n Bimbi Jé 2pada Pedagang

Kaki Lima

penelitian kuantitatif adalah penelitian”yang bersitaf linear, dimana langkah-
langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis,
mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian
kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya

lebih mendetai dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

Alasan memilih kuantitatif adalah mempermudah peneliti mengumpulkan data
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yang menyangkut pembinaan pedagang kaki lima oleh disperindag kota

Pekanbaru.

55

B. Lokasi Penelitian

Kota
agangan Dan

ena-fenomena
yang terja 2 yang belum
mematuhi ta memperhatikan
kelangsungan keamana enyamanan 13 kata tempat jualan

para pedaga ‘y 1 : g 3 etan dalam berlalu

etapkan oleh peneliti untuk

mempunyai kualitas da . 5 “yang
&‘\\‘“
a (Sugiyono, 2012;90). Sampel

dipelajari dan kemudian dita
adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif
atau tidaknya. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi
(Silalahi, 2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan
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waktu. Maka peneliti dapat mengunakan sampel yang diambil dari populasi itu
(Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas

Perdagangan D 1 a_F = ] Pembinaan dan

!g‘

.# sampel yang

gang Kaki
penulis g /a pada tabel di
bawah ini:

Tabel 111.1: Por J z . Pelaksanaan
» wuluha aki Lima Oleh

No Persentase (%0)
1 100 %
2 100 %
3 100 %
4 100 %

Jumlah 53 53 100%
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan Kkarateristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan
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waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu
(Sugiyono,2011;91). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang

S Vet

bingan Usaha dan

’& n lain adalah

bila semua

Ak

ampling, vyaitu
gan kata lain unit

riteria tertentu

kuesioner dan hasil™g an dilapangan secara langsung oleh
penulis. Data yang diperoleh seperti :

a. ldentitas responden

b. Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan
Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

77



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat
penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh

dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada

o
w:
il
E
A 9
v

e
/
‘v

Cara penulis menyebarkan angket kepada sampel, penulis ke lapangan
langsung menemui Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitar Kota

Pekanbaru.

. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala

atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan
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menggunakan indra atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung
kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data

mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang

data dengan
asarkan  tujuan
pyek penelitian.

hui hal-hal dari

dengan teknik Wawancara adalah Kepala Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian Kota Pekanbaru, Bidang Pembinaan dan Perlindungan,
Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.
G. Teknik Analisa Data
Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data
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tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.
Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam
bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan
yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2 5 Jadwal Waktu:Penelitian®Tentang Pelaksanaan.Bimbingan Dan
Penyuluhan Kepada Pedagang™/Kaki Lima Oleh Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BULAN DAN MINGGU KE
N Jenis _
Juni Agustus September ~ Oktober November Desember
Kegiatan
IRV 4 2" 34 L 2 T STl 3 412 3 4

Penyusunan
Proposal

Ujian
Proposal

Revisi
Proposal

4 Kuisioner

Rekomendasi
survay

Survay
Lapangan

7 Analisis data

Penyusunan
Laporan
Hasil
Penelitian.

Konsultasi
Revisi Skripsi
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Ujian
Konferehe

nsif
Skripsi

Revisi Skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

seiring berjala ak amba : . gan kemudian
perkampungan«s - aru yang kemudian

disebut Du

Selanjutnya pada hari selasatanggal 21 rajah 1204 H atau tanggal 23 juni
1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh,
Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan
Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai saat itu
sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai popular sebutan

“PEKANBARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU .
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2. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101014°-101034’ Bujur

Timur dan 0025’-0045’.Lintang Utara. Secara administrasi berbatasan langsung

Sebelah Ti

Sebelah B
Pekanba i i yang strategis untu Siit yang
i dan masalah
yang harus di apat
memberikan
Tahun 198 Pekanbaru diperluas
dari lebih kurang 62,96 diri dari 8 kecamatan dan 45

keluharan/desa.

3. Kependudukan

“Pada tahun 2014 pekkanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk
terbanayak di Pulau Sumatra setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan
ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan

penduduknya. Suku Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah
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sekitar 42,89% dari total penduduk kota, mereka umumnya bekerja sebagai
profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa

Minang sebagai pergaulan yang umum digunakan penduduk kota Pekanbaru

*oy

bertumbuh pesat sampai seka

4. Pemerintahan
Kota Pekanbaru secara adminstratif dipimpin oleh seorang walikota,
efektivitas pemerintahan kota dipekanbaru adalah setelah berakhirmya peristiwa
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kota Pekanbaru yang dikenal
dengan slogan :” kotaku, kotamu dan kota kita bertuah,” mempunyai motto :

“bersih, tertib usaha bersama, aman dan harmonis.”
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Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan
yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan
Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan
Payung Sekaki yang terdiri dari.empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru
Timur, kelurahan tampan , kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat.
Kecamatan Bukit Raya yang,«terdirt: dari sempat kelurahan yaitu kelurahan
simpangtiga, Kkelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan
kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima
kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat,
kelurahan maharatu, kelurahan sidumulyo timur dan kelurahan wonorejo.
Kecamatan tenayan raya yang terdiri dari enpat kelurahan yaitu kelurahan kulim,
kelurahan tangkerang timur, kelurahan rejosari dan kelurahan sail. Kecamatan sail
yang memiliki tiga kelurahan, yaitu kelurahan citra raya, kelurahan suka maju dan
kelurahan dan kelurahan suka mulia. Kecamatan sukajadi terdiri dari tujuh
kelurahan kampung tengah, kelurahan kampung melayu, kelurahan kendungsari,
kelurahan harjosari, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri
meranti. Kecamatan lima puluh yang terdiri.dari empat kelurahan yaitu kelurahan
rintis, kelurahan sekip, kelurahan tanjung rhu dan kelurahan pesisir.

B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Bidang Pasar Kota Pekanbaru pada awal mulanya merupakan bagian dari
dinas pendapatan daerah yang dikenal sebagai dengan tugas mencari dan
menemukan sumber-sumber pendapatan yang dapat menambah pendapatan

daerah seperti pajak, retribusi dan pungutan resmi lainnya.salah satu nya adalah
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pasar yang dinilai sebagai aset informal dalam hal peningkatan pendapatan
daerah. Seiring berjalan nya waktu dengan perkembangan perekonomian,

pemerintah sadar peranan pasar. Maka dari itu dibentuklah dinas-dinas yang

perpindahan tempa ) aat i nepatkan lokasi

bidang pasar ye : ada dinas [ ar rindustrian kota

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Kepala Dinas
Walikota dibantu oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan atau
menjalankan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan
perindustrian serta tugas-tugas pembentuk lainnya.

Rincian Tugas Kepala Dinas (Bab 1V Pasal 4 perwako) :
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a. Merancang rencana Kkerja agar terbuntuk suatu program dan
kegiatan bidang perdagangan.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan diberikan kepada

esual  dengan

dagangan.

oleh pimpinan

a. Melaksanakan susunan Kkoordinasi untuk rancangan kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian.
b. Melaksanakan penyusunan serta perencaanaan untuk koordinasi

dalam menjalankan program reformasi birokrasi.
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Memberikan peraturan kegiatan tentang adminstrasi umum

kepegewaian serta  keuangan untuk perlengkapan menyusun

program.

perlengkapa nrumah tangga dan kearsipan berdasarkan undang-

undang yang berlaku.

. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi

peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelohan data

dan informasi sub bagian umum.
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3. Pelaksanaan urusan keptrokolan koordinasi dengan instansi terkait
sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubugan masyrakat.

4. Mengelola perjalanan dinas operasional rumah tangga dinas.

neliputi - perencanaan

penggunaan,

3. Penyiapan surat perintah membayar.

4. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ)
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

5. Penyiapan dokumen dan bukti kepemilikan barang daerah selain

tahan dan atau bangunan.
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6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan

dengan tugas-tugas dan fungsinya.

c. Sub bagian penyusunan program

3. Bidang tertib perdagangan dan perindustrian
Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam
melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :
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a. Perencanaan untuk mengaturan dan pengawasan agar

terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang

pembinaan pengawasaan.

terhadap

pendaftaran

didalamnya

Tugas dan fungsi se .'Q :
Mempunyai tugas ‘ membantu kepala bidang tertib perdagangan dan
perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.

Memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrilogian.

2. Pemantauan, monitoring , evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.

3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT metrologi dalam hal alat

ukur,takar, timbang dan perlengkapannya.
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4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan perdagangan sebagai berikut :

\ ) £

=
»

=,

-
r
“

%
g

%
pen

berikut:

Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang tertib perdagangan dan
perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.

Fungsi nya adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
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. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah,

monitoring harga, penggandaan dan penyaluranserta stok bahan pokok

kebutuhan masyarakat.

terselenggaranya

is bimbingan usaha,

pengembangan usaha export import dan teknis pengembahan sarana
dan prasarana usaha perdagangan.
3. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
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4. Pengkoordinasian , pembinaan serta pelaksanaan penyidikan

terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan.

kegiatan-kegiatan ~ yang
berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan
pasar.

3. Pengkoordinasiaan serta pembinaan, perumusan, pengumpulan dan
penganalisaan setiap data pasar yang ada.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang pasar ini terdiri :
a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan.

b. Seksi kebersihan,ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.

pasar dalam

pasar dengan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub
urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima memiliki fungsi
sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.

2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program Kerja.
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3. Perumusan dan pelaksanaan rencana mengatur dan membina petugas

ketertiban pasar serta penyelenggaraan perselisihan yang terjadi dalam

lingkungan pasar.

Memiliki tugas untuk membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan
sub urusan retribusi.
Fungsi sebagai berikut :

1. Menyediakan bahan serta alat untuk perlengkapan kerja.

2. Melaksanakan biaya pengeluaran dan menyetor bukti pembayaran

retribusi pengelola pasar.
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. Melaksanakan adminsitrasi pengeluaran dan penyetoran bukti

pembayaran retribusi metrologi.

. Menjaga dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.

berkoordinasi

3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaraan pengadaan dan

penanganan bahan baku maupun penolong.

4. Promosi produk industri.
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi.

7. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia (SDM)
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8. Pemberian perlindungan kepastian kepada industri.
9. Penyusunan tata ruang industri.

10. Pembinaan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan

epala seksi yang
berada di bawa , wab ke a bid erindustrian.

(sumber :
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

diharapke : njawal 2 : an sebagai
pertanyaan  se elas dan lengkap elaskan pada
pembahas : : endidikan dan usia

informan.

idak berpengaruh
terhadap ha bersedia untuk

memberikan Adapun jenis

No
1. Laki-laki 10
2. Perempuan 3

Jumlah 13

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021
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Berdasarkan penelitian ini dapat Kkita bahwa jenis kelamin antara

perempuan dan laki-laki berbeda.Dalam peneitian ini terdapat 13 orang informan

yang terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan.

‘
<

AN
P

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat identitas informan berdasarkan
usia adalah 10 orang berumur 25-45 tahun, dan 3 orang berumur 46-60 tahun.
3. Pendidikan Informan
Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan informan merupakan
sebuah data yang harus dapat dianalisis hal ini disebabkan setiap jawaban

informan akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban dari
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masing-masing informan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang
diperoleh pada informan salah satunya dari faktor pendidikan, karena pendidikan

sangat berpengaruh atas jawaban yang diberikan kepada penlitian ini diantaranya:

Perindustrian Pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki

Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang
usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan

ketertiban,kebersihan,keindahan di Pasar Agus Salim. Untuk menjadi pasar yang
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tertib,bersih dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki
Lima oleh pemerintah daerah pekanbaru.

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai

aki Lima di Pasar

Q-H‘m\“ .’ pada  setiap

mereka tahu, mau dan suka beke

apainya tujuan organisasi, jadi dapat
disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan
dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada
bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang lebih ditetapkan

semula.
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berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala
bidang pasar penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak

bidang pasar dalam melakukan pembimbingan di pasar agus salim? beliau

ini dilaksanakan dala agus salim terutama
dalam hal
pedagang da ‘ ’

Berdasa ﬁ‘r sebagai satuan
pelaksana, penulis menanyaka o Dapa a aya pihak bidang
pasar dalam : ingan di )eliau mengatakan

bahwa :

dilakukan pihak bidang pasar terhadap pedagang sering dilakukan monitoring dan
hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kan kualitas pasar agus salim
terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi jual beli yang dilakukan

antara pedagang dan pembeli.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pedagang, penulis

menanyakan *“ menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim

dalam membimbing pedagang kaki lima? beliau mengatakan bahwa :

pedagang ke

Sela - a : i lima penulis

Kemudian menurut ibu santi sebagai pedagang kaki lima penulis
menanyakan “menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim
dalam membimbing pedagang kaki lima? Beliau mengatakan :

“pembimbingan yang diberikan pihak bidang pasar dengan melakukan

pendekatan terlebih dahulu terhadap pedagang kaki lima yang ada dipasar agus
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salim, kemudian dilakukan sosialisasi terhadap peraturan peraturan untuk yang
telah diberikan kepada pedagang.

Selanjutnya “ menurut ibu sudah efisienkah bimbingan yang diberikan

oleh pihak bidang

para pedag
Dari be : anca edag Kaki lima tersebut
kesimpulan yang da enu an yaitu ma . kelemahan bidang

pasar dalam

bidang pasar

perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.
Kemudian menurut Ibu marta “sudah efisienkah bimbingan yang diberikan
oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :
“sudah cukup efisien bimbingan yang telah mereka berikan terhadap kami

para pedagang kaki lima”

105



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala
bidang pasar, penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak

bidang pasar dalam membuat peraturan tata tertib untuk pasar agus salim? beliau

peraturan tata

penting karna

peraturan daerah dan peraturan walikota.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban nya
memberlakukan perda dan perwako.Hal ini dibuat agar seluruh pedagang yang
berjualan dipasar agus salim harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah
diterapkan.Seperti dilarang berjualan ditepi jalan yang mengakibatkan kemacatan

untuk pengendara motor. Seperti yang penulis lihat sendiri masih banyak
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pedagang yang ngeyel dan contohn ya terdapat di jalan ahmad yani setiap pagi
bisa dilihat macet parah yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan
ditepi jalan ahmad yani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan.lbu santi* sebagai pedagang, penulis

menanyakan “ menurut ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang
telah dibuat oleh pihak bidang pasar ? beliau mengatakan bahwa :

“pedagang masih ada yang belum mematuhi peraturan dari pihak bidang
pasar karena diakibatkan kekurangan biaya untuk menyewa kios yang telah
disediakan oleh pihak bidang pasar untuk berjualan’

Selanjutnya “menurut ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak
bidang pasar memberatkan atau meringkan pedagang ?

“memberatkan, karena sebagian masyarakat enggan untuk berbelanja
ditempat yang telah ditentukan oleh pihak bidang pasar, maka dari itu pedagang
lebih banyak berjualan ditepi jalan agar mendapatkan keuntungan yang lebih™

Selanjutnya menurut lbu Marta sebagai pedagang penulis menanyakan
“menurut ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh
pihak bidang pasar? Beliau mengatakan. :

“pedagang masih ada yang belum mematuhi, contohnya seperti saya yang
masih berjualan dibadan yang jalan yang bisa mengakibatkan kemacetan tetapi
para pembeli bisa dilihat lebih banyak membeli ditepi jalan seperti ini sehingga
membuat para pedagang lebih senang berjualan ditepi jalan.

Selanjutnya “menurut ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak

bidang pasar memberatkan atau meringankan? Beliau mengatakan :
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“jujur saya sebenarnya keberatan dikarenakan penghasilan jualan ditepi

jjalan jauh sangat berbeda dengan pedagang yang berjualan dikios tersebut.

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan

dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana
yaitu standart. dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan
pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai berhasil guna dan berdaya guna.
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan tata

tertib yang dibuat pihak bidang pasar untuk pedagang sangat penting karna
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keamanan dan ketertiban pasar sangat berpengaruh terhadap antara pedagang dan
pembeli dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala

mengatakan bahwa :
“ada memberikan peraturan tentang kebersihan pasar™
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guna larangan
untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut agar tidak banyaknya
terlihat sampah beserakan yaang bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap

yang bisa mengganggu pembeli dan masyarakat yang lewat menggunakan
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kendaraan bermotor. Pihak bidang pasar telah menyediakan tempat pembuangan
sampah untuk sisa dagangan pedagang tersebut.

Menurut ibu sekar “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak

Berdasar asil wa : : nt ai_pedagang penulis
menanyaka _- : -_ g dit hak bidang pasar

agar tetap

Selanjutnya wawancara dengan ibu marta sebagai pedagang penulis
menanyakan “menurut ibu bagaimana peraturan yang diibuat pihak bidang pasar
agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

“menurut yang saya lihat pedagang sudah banyak yang mengikuti

peraturan yang dibuat oleh pihak bidang pasar tersebut™

110



Selanjutnya pertanyaan “menurut ibu apakah ada larangan dari pihak
bidang pasar dalam menggunakan timbangan orange? Beliau mengatakan :

“kalau soal itu saya tidak mengethui nya dikarenakan saya masih baru
saja berdagang disini, mungkin.untuk para pedagang uang.sudah lama menjual
disini mungkin ada larangan bagi mereka”.

Kemudian  menurut »<Ibu’ & Yani . Sebagai  pedagang  penulis
menanyakan”menurut “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak
bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

“ tidak semua pedagang menjjalankan nya masih ada ditemuin pedagang
yang membuang Sisa dagangan ditempat lokasi pedagang berjualan’

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih ada
ditemuin pedagang yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak
bidang pasar, walaupun barang dagang tersebut, tidak menimbulkan bau tidak
sedap tetapi sangat mengganggu keindahan jalan. Hal .ini perlu ditegaskan
kembali kepada pihak bidang pasar untuk lebih sering mempunyai waktu turun
kelapangan melihat kondisi lingkungan pasar setelah pedagang kaki lima selesai
berjualan ditempat yang “bukan semestinya meraka berjualan, dan lebih
menegaskan kembali masalah timbangan orange yang tidak semestinya pedagang
gunakan agar tidak ada kecurangan.

4, Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tingkat kesesuain anatara

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
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hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan
adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat
pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang

seharusnya terjadi-atau hal seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala
bidang pasar penulis mepanyakan “bagaimana‘upaya pihak bidang pasar dalam

memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

“prihal pemeriksaan pasar pihak bidang pasar selalu mengupayakan agar
pasar agus salim selalu tertib yantg mana pihak bidang pasar selalu melakukan

peninjauan agar kondisi pasar tetap nyaman bagi para pembeli”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bidang
pasar sudah semaksimal mungkin dalam memeriksa lokasi pasar agus salim, pihak
bidang pasar juga sudah melakukan yang terbaik untuk mimikirkan bagaimana

caranya menertib kan pedang-pedagang yang ada di pasar agus salim.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Imam sebagai
satuan pelaksana penulis menanyakan”.bagaimana upaya pihak bidang pasar

dalam memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

“pemeriksaan nya ada, terutama ditengah wabah corona ini tentu nya
kami melakukan pemeriksaan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan
menghimbau pedagang maupun pembeli agar tetap mematuhi protokol kesehatan,
tetapi masih ada sebagian pedagang yang tidak mengikutinnya. Hal ini membuat

kami lebih tegas lagi untuk mengatur pedang-pedagang tersebut.
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

yang dilakukan oleh pihak bidang pasar sudah cukup memadai,pemeriksaan

tentang keamanan dan kebersihan masih belum efisiensi dikarena masih terlihat

pedagang penulis

salim memiliki

apakah kepala bidang pasar agu iki jadwal tertentu untuk melakukan

pemeriksaan kondisi pasar? Beliau mengatakan :

“sejauh ini pedagang lihat tidak memiliki jadwal tertentu pihak bidang pasar

dalam memeriksa atau memantau kelapangan.
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Kemudian menurut Ibuk Marta sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut

ibu apakah kepala bidang pasar agus salim memiliki jadwal tertentu untuk

melakukan pemeriksaan kondisi pasar tersebut? Beliau mengatakan :

Jenulis dapat
menyimpulka na ) : a1k ang pasar dalam
menangan

menangang

Pengawasan

a di Pasar Agus

kemampuan untuk dif pingan terhadap pedagang belum
maksimal. Dikarenakan kurang ketegasan pihak bidang pasar.

2. Hasil observasi mengenai hambatan dari Penertiban sudah maksimal
seperti adanya peraturan perda yang ditegaskan oleh pihak bidang
pasar agar memberikan efek yang jera terhadap pedagang.

3. Hasil observasi mengenai hambatan dari Pengaturan yaitu tidak semua

pedagang mengikuti peraturan yang diberikan oleh pihak bidang pasar.
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Pihak bidang pasar sudah semaksimal mungkin memberikan
pengaturan dan menegaskan nya tetapi pedagang kaki lima masih ada

yang susah diatur.

\ Y )

o
o
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”
"

¢

%

115



BAB VI
PENUTUP

A Kesimpulan

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan
permasalahan yang telah penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-
saran yang diharapkann agar penulis dapat memberikan ‘masukan terhadap pengawasan
bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima dipasar agus salim kota pekanbaru.

1. Berdasarkan hasil penelitian~yang telah“dilakukan oleh penulis maka dapat
disimpulkan bahwa pembinaan dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang
pasar dalam penataan pedagang kaki lima telah memberikan peraturan-peraturan
dan menjalankan tugas dengan baik. Hanya saja peraturan yang telah diberikan
tidak dilakukan oleh para pedagang khususnya pedagang kaki lima.

2. Dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar telah memberikan sanksi
dan menerapkan sanksi tersebut kepada setiap pedagang yang melanggar
peraturan yang telah diberikan. khususnya-pedagang kaki lima tetapi pedagang
kaki lima kerap bersikap acuh tak acuh atas hukuman dan sanksi yang diterima.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran

mengenai pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim
kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar tetap fokus dalam
melakukan penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru.

2. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk lebih meningkatkan
lagi fungsi pembinaannya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang
berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan di pasar agus salim kota

pekanbaru.

116



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fur udwnyo(

BAB |

dan Kegunaan Penelitian.

BAB Il : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN
Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, defenisi,
konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan
Kerangka Fikir, Hipotesis, Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel
serta Teknik Pengukuran Variabel.

BAB Il1l: METODE PENELITIAN
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Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian,
Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Kegiataan
Waktu Kegiataan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB 1V: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

BABV :

BAB VI :
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